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PERAN LEMBAGA MASYARAKAT BANTUAN DI PELAYANAN PUBLIK
 PEKANBARU CITY PROVINSI RIAU

Oleh,

DR. Rahyunir Rauf, M.Si

Abstrak

, Penelitian  ini . dﬂaz‘;trbe]akangj oleh
meningkatnya juumlah ofang yang dilayani dan
lembaga-lembaga sosial meningkat scbagaj elemen
yang membantu pelayanan publik, oleh karena itu
masyarakat sipidl dalam membantu pe]ay_zmaﬁ
pub]zk akan sémakzh bezpezjan’ dalam  Kota
' ‘ Fekanbaru Provinsi Riau. Penelitian ini beflujuan
untuk menganalisis peran masyarakat sipil dalam
membantu pelayanan publik di desa, dan unfuk
‘ organjsasf

menentukan  Aubungan  antara

masyarakat bekerja sama dengan kepala desa, serta

 lembaga-lembaga scsial yang berperan lebih
S dommaﬁ_ untuk bermain da]aih pelayanan publik,
metode penu]i&an yang digunakan adalah metode
kualitatif  melalui  analisis  deskriptif  Hasil

penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sipil -

memiliki peran dalam membantu pelayanan publik
di bidang pelayanan pemerintah, jasa konstruksi
" ~dan jasa sosial. Lembaga masyarakat dalam peran
pé]zzyan£11 publik sebagai motivator, komunikator,
mediator,  stabilisator, fzspz'l‘étoz':' = inspirasi,
- administrafor, pencipta, anfisipatif dan adii'o-ka,‘t.
Bentuk hubungan kerja antara Jembaga—rlembaga'

sosial dengan kepala dalam pelayanan pab]fk;

habimgan konsultatif, koordinasi, kemitraan,

deliberisasi,  mediasi, . dan  kontrol  sosial

‘Re](omcndzzsf yang dihasilkan dari penelitian ini

disarankan kepada pemerintah kota Pekanbaru

- untuk mempe)'fahankan Jembaga-lembaga sosial

dalam  membantu  pelayanan  publik . dan

meningkatkan  pengembangan  kelembagaan

masyarakat.

Kata kunci;‘Peran.'Lembaga Soéial,‘Layanan Publik,

K'ota, Pemerintah.

A. Latar Belakang

Lembaga sosial ‘adallah lembaga \‘yang dibentuk
sesuai 5engan kebutuhan masyarakat dan desa-
desa mitra pemerintah dan desa-desa dalam
' publik (1985.  54).

pelayanan "Pamudiji .

Menyatakan,” Sebagai walikota administrator

masyarakat dapat ‘membuat keputusan  dan
pengaturan pembentukan Lingkungan dan Pilar
Warga di wilayah yang membantu pemerintah kota
untuk meWujudkan partisipasi spsial wé.rga.

sehingga aspirasi yang dapat ditampung dalam

. kebijakan pemerintah kota berikutnya dapat

. menghasilkan partisipasi sosial yang lebih besar.

- Diharna (2003. 19) menyatakan, Lembaga-

lembaga publik dalam hal domain pemerintahan
 sipil),
diklasifikasikan ke dalam- kelofnpok—kelom’pok

(Negara, Swasta dan  Masyarakat
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masyerakat si p11 sepem Ketahanan rﬁasyarakat
desa, ngkungdn Rukun Warga, Pemberdayaan
I\eluaroa Kesejahteraan, P\,muda dan Kelompok

Zikir "Pamudu (1980 55) menyatalfan bahwa

"Sehingga lingkungan dan asosiasi lingkungan |/

lingkungan dapat melakukan ’perannya- sebagai
organi§asi masyarakat

membantu kelancaran pemermtahan d1 daerah

kOtd dan tevutama sikap mental membantu asuh

yang harmoms dengan suasana mang hldup dan

menumbuhkan semangat gotong royong,

lingkungan dan asosiasi Imgkungan / linghmgan

sendiri perlu dlbm4 oleh’ pemermtah kota yang .

bersangkutan
Pemerintah menurut Ndraha (2003: 6) adalah.

"Organ kompeten dari proses pelayanan publik dan

- kewajiban proses pelayanan sipil melélui lembaga

pemerintah,  sehingga anggota

: meherimanya sesuai dengart ketentuan".
Pemerintah oleh Ndraha adalah: "sistem proses
mul‘i—bertujuan untuk memenuhi dan melindungi
kebutuhan dan tuntutan untuk pelayanan pubhk

dan pelayanan sxpll"

. Pemerintah m‘enﬁrut Rasyd di Ciroth (2004

65) adalah; "Apa pcmermtah Pemermtakan dapat
'dldeflns31kan sebagal proses keadxlan menegakkan,
menjamin perlakuan yang adil di bawah hukum
kepada masyarakat, untuk memberikan layanan 4
Tugas utama pemermtah terdiri tiga pentmg fungSL

. layanan pemberddyaan dan pengcmbangcm ;

yang mendukung dan
' B. Kerangka

masyarakat

Qaparm (1986 62) menyatakan bahwa

-lampaknya

Volume VII, Edisi ke-2 2015

% Kota Pckanbdru memiliki penduduk 975
302 jiwa, yang terdiri dari 512 783 kepala s

: kduarga Ada 3.673 lembaga sosial, sehingga rasm

1 120 perbandmgan standar maksimum menurut

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 5

'lahun .7012 tentang Lemoaga ngkungan dan
Rukun Warga adalah 01:35 Kepala Keluarga.

Reformasi di Indonesia telah  mengubah *

paradigma - pemerinfahan, terkait -dengan

pendelegasian wewenang dalam pemerintahan

daérah di Indonesia.

Menurut Kertapraja (2010; 384-385) "Dari
tahun 1999 ke daerah di Indonesia, terutama

Kabupaten / Kota dikirimkan banyak otoritas,

Daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. ‘
dalam peldyanan publik UU No. 22 tahun 1999'. -

menyadari kebutuhan untuk pelayanan pubhk;

untuk memasukkan mereka dalam pen‘]elasan;
umum, tetapi tidak ada pasal darl "‘terdenga‘r" kata
"pelayanan publik”, Hukum baru-Undang Nomc‘jrf;
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

pencerahan pelayanan publik muncul, menyoroti

\sejumlah artikel terkait dengan "pelayanan publlk“

"Sistem orgamsam sosial, Nplghborhood / Rukun

- Warga untuk sebagian besar wilayah negara kita

telah- menjadl kenyataan hldup itu adalah

: kebutuhan sosial masyarakat kita yang sekarangv i

telah menerima paling konsepsi
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Sistem

PiIzir -

modern Ternyata

L:.Tantangga | Rukun Warga sangat dlnamls dan-l

; dapat diter apkan dalam kehldupan masyarakat 4

Tujuan pembentukan masyarakat 51p11

untuk membantu Lepala menyedlakan layanan

- f.,‘pemermtahan dan pembangunan ‘masyarakat.

(1986: - 66) menyatakan;
worganisasi‘ Neighborhood | : Rukun - Warga : tidak
instansi pemermtah tetapi

tertentu Wa_]lb memberlkan bantuan kepada

G .pemermtah" Lcmbaga 3051a1 menurut Atmosudlrdjo :

/ (1982 37) dalam keglatannya membantu
; ’pemet mtah dengan sendlrmya ‘menjalankan fung31

; admlmstratxf Dengan kerangka penelitian, ya1tu

e Gambar‘..‘ ‘1. Kerangka

: C'ieon a

"Mesklpun_

dalam batas-batas :

_ "Pemerintahan mengidentifikasi

| TheRoleof . ‘Assisting The
Community Headman
- Institutions i
PR -. Government |
Neighborh  fumep] Services  p==¥{ Improvement
oods - Contruction | of Pubic
" Pillar of * s ’ .
. Citizens
Communit
y e
: T I Community e
sl - Empowerment  feq 1

yang

’ 'Fangsi dasar ‘dafi' pémerintah aiaalah Iayanan. 6

karena 1tu Pcmermtah menurut W1dodo (2001 1),

“Pelayanan kepada masyarakat D1a tidak
dladakan untuk - melayam masyarakat Pergeseran
paradxgma pemermtahan dar1 pemermtah aturan
‘dalam tata pemermtahan yang baik. Pemermtah
dalam melaksanakan pemermtahan pembangunan
dan pelayanan pubhk sesuai dengan paradigma

kekuasaam * pemerintah - lelglh mengandalkan

- regulasi. Dalam pemermtahan pembangunan dan'

pelayanan  publik yang tidak sgmatafmata

" didasarkan pada pemerintah “atau negara, tet’dpi;

‘melibatkan Masyarakat
Jo Ann G. Ewalt (2001. 10) berpendapat

keterg_émtuhgan
: listrik yang terlibat dalam hubungan antar.ilembaiga_

,yang terlibat dalam aksi kolektif. Org‘aﬁis

- tergantung pada satu sama lain untuk pencapais

'tihdakan' kolektit, dan dengan ‘demikian “ha
‘bertukar sumber dan bernegosmsx pemahaman :

bersama tujuan program utama ".

- Widods (zom, 23) menyatakan; di pemerintah

baik membefikan  kesempatan - bagi

masyarakat untuk berpartisipasi sebagai elemen

yang :

membantu pélayénan publik. < " Ménqmt

" Frederickson (1985: 54) bahwa;
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- "Ada sebuah penelitian yang menarik menunjukkan

partisipasi warga dan pengawasan "meng‘akibatk_an
menurunnya lingkungan kontrol manajerial atas
p’enyédiaan IAyanan yang dibutuhkan oleh warga.
Partisipasi masyarakat dan pengawasan
menyebabkan pola lingkungan muncul koﬁ{promi
dan penyesuaian yang penyediaan  karena
mana.jeri;il kebutuhan klien sesudi dengan

penyediaan warga tentang kebutuhan mereka. *

. Tata kelola yang bkaik dengan perubahan
paradigma pemerintahan yang diposisikan sebagai
superior (hirarkis) ke dalam masyarakat sebagai
mitra . pemerintah . (hekrarkhis),
paradigma dapai ‘dilihat pada gambar di

bawah:

‘Grindle dalam Hadiz (2011, 30) menyatakan

bahwa; )

“Dari sudut pandang ini, konsekuensi logis dari

decentralisations adalah bahwa masyarakat

setempat akan berada dalam'p\osisiyahg lebih baik
untuk menuntut penyediaan lebih memadai dari
layanan. Officialls lokal lebih akuntabel dan lebih
dekat ti komunitas ini merupakan dapat lebih baik
mengidentifikasi kebutuhan  mereka.  The
aassunfption umum adalah bahwa hubungan yang
saling memung_kinké.n .be¢twen lembaga negara
yang terdesentralisasi, bussinesses lokal dan asosiasi
sipil akan menghasilkan pertumbuhan ckonomi,

-éngentasan kemiskinan dan ﬁerﬁerintahan yang
baik " ‘

pergeseran -
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'Menurut.DWiyan'to (2008: 10), bahwa,

- "Sebagai pemerintah untuk pergeseran paradigma

pemerintahan adalah refleksi dari kemauan politik

dari bcmerintah. pelayanan . publik  yang

diselenggarakan pemerintah harus mengikuti
konsep tata pemerintahan yang baik. melibatkan

masyarakat dalam pelayanan publik. Pergeseran

'perscps,i masyarakat yang semula dipandang

sebagéi pengguna jasa (éustomer) kemudian
dipandang sebagai warga negara yang memiliki -

negara (pemilik), memiliki implikasi untuk posisi

~orang dalam proses pelayanan publik oleh

pemerintah. Dalam proses pélayanan, mengubah

posisi rakyat sebagai warga negara dari satu posisi-

ke posisi lain. Perubahan ini disertai dengan

perubahan dalam cara melibatkan masyarakat .

- dalam pelayanan pub,l‘ik 3

Setidaknya' kehidupan sosial ada lembaga

~dalam bentuk Néighborhood atau Rukun Warga.

Sebagaimana dinyatakan 'Silalahi (1992, 120)

bahwa.

"Anda tinggal di mana saja di Indonesia, maka Anda
menjadi anggota Neighborhood, Rukun Wargz;..
atau desa. Saléh satu esensi hidup yang selalu hidup
dalam organisasi atau ésosiasi, bukan karena
manusia tidak ‘dapat hidup sendiri kecuali
kehidu.paﬁ manusia dan bérintt_:raksi dengan orang
lain dalam m’emenﬁhi kebutuhan mereka, tefapi
pembatasan wéxjah marnusia, cacat fisik dan

psikologis, harta benda dan waktu *.
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D. Historical Society Institute

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

memberikan kesempatan untuk = membangun

lembaga-lembaga sosiai, sebagai forum untuk
: saling membantu dan saling membantu memenuhi
kebutuhan mereka. Kakabandse dan Kalu (2009;

11) _m;:nyatakan bahwa.

"Secara tradisional, gagasan kewargancgaraan
.'monnotes dua characte"is'ticks utama yang status
hukum (Rubbensfcm 2000), dan Lonsepm normdtlf

keanggotaan sosial, kesetaraan substantif, dan

inklusi (Marshall 1950; Rubenstein ZOOO)’ Dari
catatan khusus adalah gagasan bahwa hak- hakA
menvamakan

kewarganegar aan melayani ti

individu berkenaan dengan status, sehingga

' anabling mereka untuk berpairtisipaSi - dalam
masyarakat, dan membangun rasa tujuan umum

dan loyalitas kepada masyérakai (Marshall, 1965).

Nurcholvs (2011. 147. 148) menyatakan; dalam:

ehxdupan penduduk desa telah dikenal bebempa
lembaga formal yang didirikan oleh pemerintah,

antara lain.

1. Politik Lembaga / administrasi dengan

membentuk organisasi Lingkungan dan

Rukun Warga.

Lembaga unt{lk'kesejahteraan keluarga.

Sl

Lembaga Ekonomi -

5

Institut pengelolaan air.

Lembaga Keamanan.

(&)

Lembaga tinggal dengan gerakan 'keltlaréa :

berencana.

" dengan

7. Kesehatan Institut Gefakan 'Ke_sehat’an
Masyarakat. :

8. Institut muda.

Lembaga non-formal masyarakat membentuk diri

sangat banyak;

1. ‘Instih,l/terkekcrabatzim.
2 Lembaga Sosial.

3. Lemﬁaga.

4. Olahraga Institute.
,5. seni dan budaya.

6. lembaga tradi_sibnal. :

Lembaga masyéirakat telah ada sejak waktu

Pemerintah militér Jepang pada tahun 1943, seperti

yang dinyatakan Saparin (1986. 59-60), yaitu:

"Sebagai Lingkungan sosial orgaﬁisasi dan Rukun
Warga, untuk Pemerintah Tentara Jepang pertama -

kali dipérkena_lkan"pada tahun 1943. Sebagai alat

politik, antara lain, sebagai sarana komunikasi

‘masyarakat  setempat Pemerintah
Pendudukan dalam rangka memenuhi kebutuhan
Pemerintah Pekerjaan dalam kaitannya dengan isu

rﬁenyerahkan kekuasaan untuk melakukan proyek

~ tertentu proyek-, menanam jenis produksi material, . |

untuk tujuan keamanan, distribusi makanan untuk

penduduk, dan sebagainya ". \ .

Dengan berdirinya lembaga asosiasi

1mgmngan sebagai alat pO]ltlk lebih memudahkan -

pemezmtah pendudukan memanfaatkan bangsa
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Indonesia. Suhartono, et al (2000. 66) menyatakan;
"Sebagai gambaran dari kekuatan ‘Jepan’g meraih
rakyat fndonesia. dapat dilihat Buku Aiko Kurdsawa
(1993) Mohbilitas dan Kontrol, Studi Perubahan

Sosial di Jawa Pedesaan 1942-1945, pada dasarnya

pendudukan ke tingkat pemerintahan pengawasan
Lingkungan (Tonarikumi) ". -

Menurut Saparin (1986. 62);

o

"Pemerintan Republik Indonesia periode awal,
sistem Lingkungan dan Pilar penduduk setelah
Pemerintah Republik Indonesia, masih bérjalan,
meskipun mengalami perubahan fungsi, di atas
bendera Soerosc Initiative ketika ia Menteri Dalam
Negeri. Aspek positif dari Neighborhood |/ Rukun
Warga dan kégiétan gotong rdyong. menghasilkan_

kegiatan masyarakat dalam memecahkan masalah

sosial, ekonomi, keamanan secara terorganisir.

~ Sebagian  besar  Indonesia . ada - lembaga
Neigh};orhood, séperti' dalam Keputusan Gubernur
DKI Jakarta Penerbitan Jé.ya Nomor 23 tahun 1966
: Ten’zang Lemk:aga Lingkuﬁgan / Rukun Warga.
Selain di kota berada di kota-kota lain, menurut
’suwei APDN Semarang 1970 tentang keadaan
pemerintahan desa, dari sekitar 45 desa di Jawa
Tehgah, Timur dan Madura acara di desa sana dan

Pilar Desa Neighborhood

Volume VII, Edisi ke-2 2015
E. Peran Lembaga Sosial

Menuryt Soekarno (2003: 243); Peran
(Role) adalah aspek dinamis dari ,poéisi (status). Jika
orang tersebut melaksanakan hak dan kéwajiban di

bawah posisi kemudian ia berjalan peran. Saparin

L_mehyatakan; "Meskipun Lingkungan yang / Rukun

Warga tidak ihstan_si pemerintah, tetapi dalam
batas-batas tertentu bantuan kepada pemerintah.

Berger (1977. 6) 'menyatékan;

"Struktur Mediasi penting wuntuk masyarakat

demokratis penting, dua lainnya adalah

-recomendations program luas. - puclic harus

melindungi An‘dari‘ asuh mediasi struktur.i dan
diménapun' mungkin. Kebijakan publik harus
menggunakan mediasi struktur untuk  realisasi

tujuan sosial Proyek penelitian-akan menentukan,

diharapkan, cuaca \ini_p_roposisi berdiri di bawah

pemeriksaan  rigourus dan, jika - démihan.
bagaimana mereka dapat diterjemahkan ke dalam

recomendations tertentu ".

Mediasi oleh Soekarno (2001. 85);

"Mediasi ini hampir, seperti arbitrase. Dalam

mediasi meﬁgundang pihak  ketiga, yang
bertanggung jawab atas mencari penyelesaian
damai. Posisi pihak ketiga hanya sebagai penasehat
dan tidak memiliki wewenang untuk membuat
keputusan. Dengaﬁ'demikian dapat disimpulkan
bahwa peran sipil mésyarakat dalam membantu
pelayanan publik meliputi; Baﬁfuan kepala dalam

pelayanan pemerintahan, pembaﬁgunan, dan = -

masyérakat
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Pelayanan publik menurut Wasistiono

(2003. 43); penyediaan ‘ jasa oleh pemerintal},

sektor swasta atas nama pemerintah atau swasta

- untuk uraum, dengan atau tanpa pemb‘tyaran guna

mem,nuhx kebutuhan masyarakat Terkait dengan.

konscp Pelayanan Publik Sarundadjang (ZOOR:

317) menyatakan' berkaitan dengan konsep
pelayanan pubhk antara masyarakat dan pelayanan

publik, berdasarkan pada hubungam yang saling

menguntungkan yang pélayaﬁah publik untuk

mengakomodasi kepentingan pemerintah

mempromosikan kepentingan pubh'k:

~ Pilar institusi Warga adalah "kumpulan

penduduk yang tihggal di  sebuah = asosiasi

© lingkungan di desa". lembaga Pgmberdayaan
Kesejahteraan Keluarga adalahi; "Ma.syarakét sipil
sebagai mitra dengan pe'm'erintah‘ dan orgzmisasi
masyarakat lainnya, berfungsi .sebéxigai fasilit‘zito_r;
- perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak
- program Pémbérdayaan Kesejahteraan Keluarga'.
Pemuda adalah "lembaga é‘osial &ang meruioakan
pengembangan wadah anak muda yang, tumbuh
dan bf‘rkemozmg atas dasar kesadardn dan rasa

tanggung jawab sosial"
1. Tugas Institut Masyarakat di Pelayanan Publik

: Be_:rdasarkan Pasal 7 .Peratlir‘ah Daerah

Nomor 12 Tahun 2002 Kota Pekanbaru Sekitar

tuga_é adalah; Membantu Apelayanan

menciptakan  dan®  memelihara  kelestarian

lingkungan. Lembaga Lingkungan dalam peran

7 pelayanan publik sebagai; motivator, inasyarakat

. dan stablhsatm.

dan -

Pembwrdaydan :

publik, |

‘~1(omun1kator dan pemermtah medlator antara

masyarakat dan pemermtah aspirator masyarakat
Ruku,n, Warga tugas adalah;
Membantu p‘elayanan‘ publik, Pilar peran Warga
publik - :

komunikator

dalam  pelayanan

sebagai; Motivator,

pemerintah dan masyarakat

‘hubungan antara Mechator masyarakat Iurah

masyarakat Asp1raic;r, Stabmzer.

Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat adalah tugas; "Réncana

pembangunan, memobilisasi saling membantu,

pembangunén". Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat  peran sebagai;  Motivator,
pengembangan - Inspirator, Mediator ~antara

masyarakat dan pemerintah, dan Aspirator.

-_ Lembaga Keluarga tugas Pemberdayaan

Kesejahteraan ada]ah; Banituan Kerja Kesejahteraan

Keluarga Pemberdayaan Desa | Village, Melakukan,

'nasiha,t Pemberdayaan  Keluarga Kescjéhteragn

D‘u'sun / lingkungan,-' mengembangkan poténsi

masyarakat, melaksanakan konseling -keluai'ga.

pembinaﬂn terus, membuat laporan, melakukan

tertib cxamlmstmm dan konsultasi dengan Ketua

Dewan Pembma

Kesejahteraan
Mobilisasi

Keluarga
Tim.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga d1 peran

pe]ayanan pubhk sebagal Motwator Aspirator,

Inspirator, Komunikator antara kepala masyarakat,h

Mediator antara masyarakat dan pemerintah. Tugas

pemuda; "Menangani masalah anak muda, baik

preventif, rehabilitatif,

>Pemuda dalam  peran pelayanan publik sebagai;

. Lémbdga :

potenm ‘pengembangan".' '
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Motivator, inspirasi, Mediator, stabilizer, dan

Aspirator.

2. Fungsi Lembaga Masyarakat dalam Pelayanan

Publik.
Istilah "fungsi" oleh Soekarho (2010: 561) adalah.

1. Dalam arti populer dari fungsi merujuk
perfemuan ity bersama-sama merupakan
baglan dari upacara adat, seperti tidak :
Va‘danya pejabat pada peristiwa tertentu,
dikatakan sosial yang bersangkutan tidak
: bekerja. S

2. Fungsi d@definisikanv sebagai suatu pekerjaan
‘(Max Weber 1947. 230)

3. Fungsi ini biasa digunakan dalam percakapan

sehari-hari: Fungsi yé.ng terkait dengan
kegiatan yang dilakukan partai’-paftai pdlitik
- posisi. (Robert K. Merton, 1967, 75)
4. VSetiap faktav sosial adalah fungsi dari waktu ;

dan tempat di mana itu terjadi (Manheim). v
5. Fungsi jangka sangat penting untuk analisis

7 fungsional (Lud\‘l.r'ig Von Bertalanffy, 1993. 9)

6. ’ Berbagai istilah yang sering digunakan secara
sinonim seperti  fungsi; antara lain,

'menggunakan’, ‘utilitas’, "tujuan, "motif"

;'niat". "tujuan”, dan Konsekuensi ". -

Fungsi lingkungan‘ dalam Pasal 15 Kota
Pekanbaru Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2002 adalah; Pengﬁmpulan'data dan administrasi
layanan képendudukan. Lingkungan  dalam
pelayanan pekerjaan umum sabégai; Populasir
administrator, Inspirator,  stabilizer, Mediator

antara masyarakat dan pemerintah, dan Motivator.

‘Penanaman

Ve W S A D E N C s O h T -

- Rukun Warga fungsi; Peigumpulan data demografi

dan pelayanan administrasi. Rukun Warga dalam
pelayanan publik berfungsi sebagai; Populasi
administrator, Inspirator, stabilizer, Mediator, dan

Motivator.

Lembaga Perhberdayaan Masyarakat adalah
fungsi; Témpat tinggal dan menyalurkan aspirasi,
' kesatuan,

publik,

penyusunan rencana, pelaksandan. pengembangan

rasa  persatuan dan

Meningkatkan ‘kualitas pelayanan

konstruksi, Petani pengembangan - mengemudi
inisiatif, partisipasi, dan saling membantu, fungsi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai
pelayanan publik; Motivator, inépirasi. mediator
masyarakat dengan pemerintah, dan Aspirator. .
Fungsi kesejahteraan __:Pemberdayaan Keluarga ‘
adalah;  Ekstensi,

Program Pemberdayaan 5

Kesejahteraan 'Kéluarga' motivator, fasilitator,

- perencana, pelakséha. pengendali, ’l{eluarg‘a builder

Kesejahteraan Gerakan Pemberdayaan. Keluarga
Pemberdayaan Kesejahteraan rdala‘m pelayanan
sebagai; keluarga'motivator, inspirasi, komunikatdr,'
dan Mediator masyarakat dan pemerintah. Fungsi
pemudav yaitu; - pényelenggara kesejahteraan,
pendidikan  dan

pelatihan masyarakat,

pemberdayaan, dan kegiatan = pembangunan

pemuda. Pemuda 'berfungsi 'sebagai; Motivator,

- Mediator, inspirasi, Kreator pemuda, pendukung

sosial, dan antisipatif kenakalan remaja.

L3
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8. Kewajiban " Institut Masyarakat di Pelayanan

- Bublik

Ber ddsarkan Pasal 14 Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2002 Kota Pekanbaru, kewapban

Sekitar; " mc,lakukzm tugas-tugas dasar
Neighborhood, Keputusan: konsensus, Membuat
.lapofan tertulis, Merhbina - keharmonisan.

Kewajiban lingkungan dalam pelayanan publik;

 Pelaksana kebijak@n, Motivator, dan Administrator. -

 Kewajiban lingkungan untuk melaksanakan; Tugas

Neighborhood, ‘pertemu,an warga
Keputusan, Membuat laporan fertulis, Membina
keharmonisan Neighborhood: Selain - Kewajiban,
Lingkungan masih ditambah dengan kewajiban
Mengkoordinasikan

lain yang; kegiatan

Ne:ghbomood Sl x<eg1atan " Neighborhood

u’em‘mn.um Menyclesm.\an pexsehsxhan antara

“Neighborhood itu, membuat laporan tertuhs. dan

acara komunitas laporan. Pilar kewajiban Citizens

dalam pelayanan pubhk Pelaksema kebgalfan

Motivator, laporan Admmlstrator Nelghborhood‘

lembaga Koordinator, Mediator, dan sebagal".
komunikator. ;
Kewajiban Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat, yaitu;'Pra‘ktek Pancasila, melaksanakan. ‘
UUD

1945 serta menjaga keutuhan Negara
Republik

Taatilah

Kesatuan ‘Indonesia, Membangun

kemitraan, hukum, etika =~ Menjaga

masyarakat, dan membantu dalam pelayanan
publik. Lembaga Pemberdayaan‘Mésyarakat dalam
kewajiban pelayanan publik sebagai; Pelaksana

. stabilizer,
&

kebijakan, dan = Mediator. Lembaga

- yaifu; ~ Menegakkan  dan

: Lembaga
; Kewajiban Pemuda,

 mempertahankan

~ Indonesia,

Pemberdayaan Kesejahteréan Keluarga,

- kewajiban Pemberdayaan Kesejahfer<an Keluarga

praktek  Pancasila,

melaksanakan UU Dasar 1945 serta menjaga

kesatuan  Republik indonsi‘ai,

: Taatilah ‘ hukum,

- Membangun

kemitraan,

~ masyarakat, Membantu dalam pelayanan pubhk

Pemberdayaan  Masyarakat dalam
kewajiban pelayanan publik sebagai. 'kebijakan
Pelaksana, 's'tabi»lize_r, dan sebagai Médiatof a.
. . Praktek Panéasila.

1945

.yaitu;
melaksanakan . UU Dasar
Negara
_Memban’glin : ._kemitraan,

hukum, etika Menjaga masyarakat, Membantu

‘dalam pelayanan publik. Pemuda di public service
obligation sebagai; pelaksana ké.bijakan. stabilisator,

dan Mediator.

4. Tugas lain lembaga Sosial Dalam Pelayanan
Publik

Lingkungan memiliki r.tugas tambahan,

fseperti" Kéberhasilan pemilu keberhasilan Sensus

Penduduk Peringatan HUT Republik Indonesxa_

Tugas ldm dari Rukun ‘Warga; Keberhasilan pemilu,

kebe_rhasx]an ,Sensus Penduduk, keberhasilan ulang »

tahun Republik Indonesia. Tugas tambahan bahwa

Lembaga Pembérdayaan ‘ ~ Masyarakat;

royong, aSpirasi " ménampung. Tugas ‘tambahan |

yaitu

: Keberhasilan program Keluarga Miskin Cinta

Gerakan, keberhasﬂ(m

program

berencana. Pemu_da tugas

etika Menjaga :

serfa
Kesatuan = Republik
Taatilah

Gofon_g :

_ keluarga

[ Gl ,/,/"J ;
tambahan yaitu; - P

Do cren
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Sumpah  Pemuda, Menyelesaikan

masalah remzija.

; ‘I-‘. Kéb@diran Institut Masyarakat di Pelayanan

Publik

-1 Institut Hubungan Sosial dalam Pelayanan Publik

Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa 1),
Hubungan } :\erja dengan konsultasi masyarakat sipil

(2}

dan kepala koordinatif

dengan lembaga-lembaga koordinatif masyarakat ]

sipil kemasyarakat lainnya. (3). Hubungan kerja

dengan lembaga-lembaga sosial

adalah kemitraan.

1. Permusyawaratan Hubungan

*  Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam

Negeri' Nomor 5 tahun 2007, hubungan

~ konsultalif; or‘gambasx masyarakat mengadakan

i

konsultasi dengan kepala desa dan konsultasi.
2. Hubungan Ko'ordivn’asi Form

Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dikoordinasikan;

lembaga-lembaga  sosial dengan kepala
mengembangkan prinsip konsultasi dan koordinasi,

rincian dapat dilihat pada gambar di bawah. -
3. Formulir Hubhngah Kemitraan

~Kem1tracm dengan Pramod di Purwoko

: (9004 154) berarti. pOSlSl pelakur sebaga.l "bagian"

" atau bagian, atau sebagai "mitra® bagiaﬁ (rﬁitm).

- Hubungan kefja ;

pihak ketiga

lebih banyak masalah,
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dapat * diartikan sebagai; Ada inisiatif untuk
bertindak,. Memiliki _kesétaraan . dalam tindakan,

hubungan dengan desa lembaga sosial utama -

- dalam bentuk kemitraan. Untuk jelasnya dapat

dilihat pada’ gambar di bawaih g,
4. Hubungan musyawarah

_ Hubungan ker;j ja dengan desa lembaga sosial
utama dalam bentuk hubungan musyawarah.
Hubungan mu‘syawarah Widodo (2004, 138)
adalah "hubungan dalam bentuk proses memberi :
dan  meénerima . di masyarakat

tentang  sifat

kebijakan".

5. Hubungan Mcdiasi

Dalam hubungan antara Icmbaga—lembaga
soslal dengan kepala juga ditemukan hubungan

ddlam bentuk medmbl Masyarakdt yang lebih dan

"Mediasi ini hampir sepci'ti arbitrasé.' dalam
niediasi pihak ketiga yang netral .ékan‘ diundang
dalam hal perselisihan yang ada. Pihak ketiga
seperti tﬁgas utama adalah untuk vb¢ker:ja keltfar
solusi damai. 'Ppsiéi, pihak ketiga hanya sebagai

penasehat belaka, ia tidak memiliki otoritas untuk

‘membuat keputusan peneyelesaian disput itu. *

~

Dalam pelaksanaan lembaga masyarakat
tidak hanya sebagai perantara antara masyarakat
dan kepala desa, melainkan sebagal perantara

antara kepala desa dengan masyarakat,
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6. Hubungan Kontrol Sosial

Bentuk lain dari ‘hubungan kcrja;rantafa
lembaga-lembaga sosial ~dengan kepala dalam
bentuk kontrol sosial. Menurut Soekarno (ZOOL‘
219), bahwa, Gl e ‘

"'Masyarakut‘ sipil inemﬂiki beberapa fungsi, yaitu,
a) Memberikan bimbingan' kepada 'm‘asyérékat‘
bagaimana mercka harus berpel 1]aku masalah
‘kehidupan waJah dalam masyamxat b) Menjaga
keutuhan masyarakdt )“ Utituk’ memandu
masyarakat | untuk mengadakan “sistem konirol

sosial (socxal control) ".

Bentuk hubungaﬁ anfziré;»‘masyafakat‘ sipil

~ dalam pelayanan pubhk d1 Kota Pekanbaru dalam :

bentuk; Konsultatxf Hubungan Hubungan

Koordinasi; Kemitraan' Hubungan Hubungan

musyawarah hubungan Mcd1a51 dan hubungan
sosial.

~ kontrol Penggunaan bentuk pukanlah

hubuhgan yang sama, lmplementaSJ terlihat bentuk |
dominan dari hubungan adalah bentuk hubungan

konsultatif dan koordinatif. Sementara kemitraan,

musyawarah, mediasi, dan kurang kontrol sosial.

: “Ad'ministrator.

_ G. Analisis Peran Lembaga Sosial dalam HchyM
Publik » '

Peran ‘Lingkungan di instansi pelayanan
pubhk adalah.

a) Dam Slde Neighborhood Organisasi Tugas
yaitu; Mot1vator masyarakat komunikator,
“'medlafor masyarakat, stabilizer, Aspirator,

formulator kebijakan.

b)  Dari fungsx Orgamsam Lingkungan, Popula31

administrator, Insplrator. stabilizer, Mediator

antara ' masyarakat ' ‘dan' I’ ‘pemerintah,
- Motivator. | ‘ i
e)- Dari  kewajiban = Organisasi Lingkurigan;

Pelaksana kebijakan, masyarakat Motivator, |

< Administrator laporan.

Tetangga institusi dalam peran pelayanan .

‘:publik sebagai; Molivator, komunikator, Mediator

stabilizer,  Aspirator, . populasi

Inspirator, pelaksana kebijakan,

© laporan administrator, dan kebijakan formulator.

‘Rukun fWa.rgé dalam peran pélayanan publik .

- sebagai;

) Sebuah Pilar tugas lembaga Citizens,

bertindak sebagai; Moti\fator - komunikator,

‘Mediator masyarakat, masyarakat stablllzer :

 dan Aspirator, el
b) Dalam hal fungsi Rukun Warga, bertmdak

. sebagai; Populasi admln;strator. Inspirator,

b Médiator

‘pemerintah; dan Motivator. -

stabilizer, masyarakat dan

¢) Kewajiban warga institusi Pilar, Pilarr\‘y.gféa

bertindak . sepagai; Pelaksana kebijakan,




Motivator, laporan Administrator,

‘Koordinator Lingku_ngan, Mediator, dan

Komunikator. .

Rukun Warga dalam peran pelayanan
publik sebagai; Motivator, komunikator, Mediator,
siabiliier, Aspirator, . populasi Administrator,

Inspirator, ~ Kebijakan  Pelaksana, laporan

- Administrator, dan Koordinator  asosiasi

Iingkungah.

Lembaga Pembev'rdayaan Masyarakat dalam péran

pelayanan publik sebagai berikut;

a) Dari Institut untuk tugas Pcmbefdayaan

Masyarakat, ~ sebagai; Pengembangan

Motivator, Inspirator ~ Pembangunan;
Mediator Komunitas dengan Pemerintah,

dan Aspirator.

b) Fuﬁgsi dari Lembaga Pe_rhbcrdayaan :

Masyarakat,  sebagai; Pengembangan

Motivator, pengembangan  Inspirator,
mediator mésyarakat dengan .pemerintah.
dan Aspirator.

€). Dari kewajiban Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, sebagai; Pelaksana kebijakan,
keh-idup‘an‘ sosial stabilizer, dan masyarakat

Mediator.

‘Peran Lembaga Pemberdayaan . Masyarakat
dalam pelayanan publik adalah sebagai; MOt_ivator.
\inspirasi, Mediator, Aspirator, kebijakan Pelaksana,

dan masyarakat Stabilizer.

Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di

pelayanan publik, bertindak sebagai.
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a) Dari  tugas Pemberdayaan  Lembaga

Kesejahteraan Keluarga, seperti; Motivator

‘masyarakat, Inspirator, masyarakat Mediator

dengan pemerintah, dan
- Aspirator. " ‘

b) Pemberdayaan fungsi Kesejahteraan Keluarga,

seperti; Motivator, péngembangan Inspirator,

masyarakat Mediator dengan pemerintah,
masyarakat Komunikator, Aspirator.
- ¢) Kewajiban Pemberdayaan ~ Kesejahteraan
Keluarga, seperti; Pelaksana  kebijakan,
stabilator

kehidupan masyarakat,  dan

masyarakat Mediator.

Peran Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan

Keluarga di | peran pelayanan ‘ publik sebagai;
Motivator, inspirasi, Mediator, Aspirator, stabilizer.

Komunikator.
Pemudé di institusi perawatan berperan;

a) Lembaga tugaé Pemuda, sebagai; Motivator
; muda. Inspirat_or muda, Mediator, pemuda
Aspirator. dan pemuda Stabilizer. ;

b) bFungsi Pemuda, sebagai; Motivator, Mediator
dengan pémérint’ah, Komunikator, Kreator,
kenakalan remaja antisipatif, dan pendukung
sosial.

¢) Dari kewéjiban Ienibaga pemuda, seperti;
Pelaksana  kebijakan, kehidupah sosial
stabilizer, dan masyarakat Mediatof dan

pemerintah.’

Peran Pemuda dalam pelayanan publik
sebagai. Motivator, Inspirator, Mediator, Aspirator,

stabilizer,  Kreator, kenakalan  antisipatif,

pendukung sosial.
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Seca a keseluruhan menyatakan; lembaga ~ H. Penutup

masyarakat bertindak sebagai; - ~Motivator,

, : . Y 1. Kesimpulan
komunikator, Mediator, ' stabilizer, Aspirator, :

A-Inspirétor',- populasi  Administrator, 'Kré{itdl“, I Institut' ttigas warga ,ﬁegara. fungsi, dan 1
‘kenakalan antisipatif, pendukung sosial, pélaksané : peran dalam kewajiban pélajanan publik,
keEij Akan . Raokdiviiior ‘Lingkﬁngan. Han dalam bentuk membantu pelayanan pubhk
Administrator, - a4 o : jasa konbtrukm dan jasa sosial.

2. Institute peran penting dalam pelayanan

‘Peran masyarakat sipil dalam pelayanan publik ‘sosial. yaitu; Lingkungan memiliki

‘publik, terlihat ada .peran yang dimiliki oleh - peran 35 (23.64%). Rukun Warga 35 peran
» lembaga seluruh masyarakaf seperti; vmotivat‘or, (23.64%), peran Lembaga Pemberdayaan
"1 mediator,. aspirdtof; inspirasi, .plelaks‘ana,‘ : , : Masyamkat. 22 (15,86%), . 21 ‘peran
- stabilisator, dan komunikator. Ada peran khusus Pemberdaydah Kesejahteraan - Keluarga
yang - | dimiliki  lembaga tertentu seperti; (14.18%), Pemuda 18 peran (12.16 %).

o

Administrator populasi lingkungan. saja dan Rukun Konsep membantu pélayanan publik dalam

" Warga. Dan peran pencipta, _antisipatif, dan bentuk  masyarakat  sipil; . Motivator,

; T , . komunikator,  Mediator,  Inspirator,
advokat-hanya dimiliki lembaga Pemuda. koo -y e gr
- ‘ : e Aspirator, Penduduk  Administrator,
Perbandingan Peran Lembaga Sosial di ; - Administrator, Pencipta, kenakalan
Felayanan Publik di Kota Pekanbaru. _ antisipatif, ~ advokat, Koordi‘riator

: ‘Lingku‘ngan, formulator kebijakan.
4. hubungan kerja dengan kepala desa dari
masyarakat sipil dalam pelayanan publik
dalam bentuk; Hubungan konsultatif,
Koordinator, ermitraQn;'  Mediasi,

- musyawarah, dan kontrol sosial.
4 o : ; - 2. 8aran
1. Disarankan kepada pemerintah kota»

Pekanbaru untuk menjaga lLembaga Sosial

dalam membantu pelayanah pubiik.

2. Disarankan kepada Pemerintah untuk
menjaga sinergi Kota Pekanbaru Village
g e o i dany 1embaga—lembaga sosial  dalam

- pelayanan publik. -
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